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Pendahuluan 

- Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (KemenPPPA) 

- Budaya menjadi faktor utama meningkatnya kekerasan terhadap Perempuan (Patriarki) 

- Indonesia merupakan Negara Majemuk dengan sistem Bhineka Tunggal Ika 

- Pemerintah membentuk Daerah Khusus 

- Prosedur menjadi tolak ukur penanganan kekerasan terhadap perempuan di  Indonesia termasuk Daerah 

Khusus 
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah) 

1. Apakah Prosedur Perlindungan Perempuan yang diatur oleh PermenPPPA sudah mencakup prinsip-prinsip 

Perlindungan yang diatur oleh UU HAM sebagai UU Nasional ? 

2. Apakah PermenPPPA sudah mengakomodir Prosedur Khusus yang diterapkan oleh Daerah Khusus di 

Indonesia ? 
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Metode 

• Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif Dengan Menggunakan Pendekatan Perundang-

undangan (Statue Approach) 

• Menggunakan 2 bahan hukum yaitu Primer dan Sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah 

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi 

jurnal, artikel dan buku hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti 

• Setelah bahan hukum terkumpul penulis menganalisis bahan hukum tersebut. Kemudian dianalisis 

menggunakan penalaran deduktif dengan menghubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan. 
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Pembahasan 

- Prinsip-prinsip Perlindungan UU HAM 

a. Sistem kepolitikan 

b. Kebebasan menjadi subyek hukum 

c. Pendidikan semua jenjang 

d. Memilih pekerjaan & mendapat perl. atas pekerjaan 

e. Melakukan perbuatan hukum selama sudah menikah 

- Posedur yang diatur oleh PermenPPPA 

- Konsep Kemajemukan Negara Indonesia 

- Daerah Otonomi Khusus 

- Prosedur Perlindungan Daerah Otonomi Khusus 
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Hasil 

- Standart Layanan Perlindungan Perempuan yang diatur di dalam PermenPPPA No. 2 Tahun 2022 atau 

dalam hal ini Prosedur dinilai sudah sangat efektif, mampu menjamin serta mencerminkan prinsip-prinsip 

Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan yang diatur di dalam UU HAM. Dalam hal ini isi daripada 

Permen/prosedur selaras dengan pasal-pasal UU HAM. 

- PermenPPPA yang mengatur tentang prosedur perlindungan perempuan belum memuat atau mengatur 

secara rinci tentang prosedur khusus yang diterapkan oleh daerah khusus (tertulis), akan tetapi di dalam 

prinsip panduan etik PermenPPPA mengatur terkait dengan kode etik dinas dimana dalam melaksanakan 

perlindungan perempuan dinas dianjurkan untuk menghargai, memahami, serta mengakui kekuatan yang ada 

pada semua budaya termasuk budaya adat.  
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Temuan Penting Penelitian 

- Terdapat beberapa aspek yang menjadi penegasan bahwa PermenPPPA telah sesuai dengan unsur-unsur Perlindungan 

yang diatur oleh UU HAM (Pasal, Prinsip Lampiran) 

- Pada Daerah Khusus contohnya (DIY, Aceh) terdapat aturan khusus Perempuan yang hanya diterapkan oleh masyarakat 

Daerah itu sendiri 

- Terdapat Prosedur Khusus juga yang mereka buat dan terapkan sebagai bentuk melindungi hak Perempuan serta 

mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di Daerahnya. 
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Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan tentang Prosedur perlindungan yang dibentuk 

pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip UU HAM sebagai UU Nasional yang mengatur tentang hak 

manusia secara luas termasukdidalamnya Perempuan serta memberikan pengetahuan terkait bagaimana 

Prosedur Khusus yang diterapkan oleh Daerah Khusus di Indonesia atas keragaman tradisi serta konstruksi 

etik mereka yang  mana berbeda dengan daerah-daeah lainnya. selain itu juga memberikan pengetahuan 

terkait dengan diakomodasinya prosedur khusus oleh PermenPPPA maka dapat diartikan PermenPPPA 

sebagai Prosedur Nasional telah menghormati nilai-nilai tradisi serta keberadaan Bhineka Tunggal Ika. 
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